
 
 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

NOMOR 100.3.3.1/396 TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PEMBERIAN MANDAT PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang / jasa 

pemerintah merupakan strategi untuk mengoptimalisasi 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan 
menggabungkan kebutuhan barang/jasa sejenis pada 

Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah; 

b. bahwa sesuai ketentuan diktum KEEMPAT Keputusan 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan 
Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk 

Katalog Elektronik, pelaksanaan konsolidasi pengadaan 
barang/jasa dapat dimandatkan kepada Pejabat Pimpinan 
Tinggi yang membawahi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 

(UKPBJ); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Gubernur tentang Pemberian Mandat Pelaksanaan 
Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah;  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang  Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6867); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang 
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420); 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaiman 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 

2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2025 Nomor 67) ;  

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaiman 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangun-an Dan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1447); 

7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 

Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik; 

8. Keputusan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman/ Tata Cara 

Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah untuk Katalog Elektronik; 
 

Memperhatikan : Surat Direktur Advokasi Pemerintah Daerah pada Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 11716/D.4.2/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 
perihal Tanggapan Konsultasi. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

KESATU  : Memberikan Mandat kepada Kepala Biro Administrasi 

Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa 
Tengah untuk Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/ 
Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

KEDUA  : Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan dan melaporkan 

hasil pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud dalam 
diktum KESATU kepada Gubernur Jawa Tengah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KETIGA  : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan Gubernur ini dibebankan pada : 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 

Tengah; 

 

 

b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 
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ketentuan peraturan perundang-undangan. 

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 10 Oktober 2025  
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

                  ttd 

                    

         AHMAD LUTHFI 
 

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth : 
 

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 

2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
6. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa SETDA Provinsi Jawa 

Tengah; 
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Pelaks.Thea/SubkoorII.Sulis/KoordinatorI.Haryono/IX/25/VIII/2025 

 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya  
${jabatan_pengirim},          
 
 
 
       ${ttd_pengirim}    
 
 
 
${nama_pengirim}  
Pembina Utama Muda  
NIP. ${nip_pengirim}   
 

Haerudin, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

197007291996031001

${ttd}
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